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Kejadian bencana menyebabkan dampak yang dirasakan berbeda bagi perempuan dan laki-laki 
disebabkan oleh kontruksi gender dalam masysarakat. Artikel ini bertujuan untuk 
mekonseptualisasikan mitigasi bencana yang memperhatikan kebutuhan gender melalui pendekatan 
sensitive gender. Metode penelitian ini yaitu studi literatur dengan menggunakan kajian-kajian 
empiris dan teoritis terkait dengan mitigasi bencana dan sensitive gender. Hasil penelitian membagi 
mitigasi bencana yang sensitive gender menjadi dua yaitu berdasarkan kepada kebutuhan strategis 
dan kebutuhan praktis. Kebutuhan strategis meliputi peningkatan kekuatan perempuan dalam 
pengambilan keputusan, peningkatan keberhakan terhadap posisi kepemimpinan, akses yang setara 
ke pekerjaan hak-hak hukum yang setara, serta perlindungan dari kekerasan, hak-hak reproduksi, 
peningkatan mobilitas. Sedangkan kebutuhan praktis yaitu Gathering gender-sensitive data, Legal 
infrastructure, Physical infrastructure, Human development, Insurance, Knowledge dissemination, 
Early Warning system. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat dikurangi 
juga meminimalisir kerentanan akibat perbedaan gender dalam masyarakat. 




The disaster caused different impacts for women and men due to gender construction in the 
community. This article aims to conceptualize disaster mitigation that takes into account gender 
needs through a gender sensitive approach. This research method is a literature study using 
empirical and theoretical studies related to disaster mitigation and gender sensitive. The results of 
the study divide gender sensitive disaster mitigation into two, based on strategic and practical needs. 
Strategic needs include increasing women's power in decision making, increasing entitlement to 
leadership positions, equal access to equal legal rights, and protection from violence, reproductive 
rights, increasing mobility. Whereas practical needs are Gathering gender-sensitive data, Legal 
infrastructure, Physical infrastructure, Human development, Insurance, Knowledge dissemination, 
Early Warning system. Thus, the impact caused by disasters can be reduced as well as minimizing 
vulnerability due to gender differences in society. 
Keywords: Gender, Disaster Mitigation, Gender Sensitive 
Pendahuluan 
Kejadian bencana menyebabkan dampak 
yang dirasakan secara berbeda bagi laki-laki dan 
perempuan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari 
lebih tingginya kerentanan perempuan untuk 
meninggal dunia (Phatak, 2017; Pittaway, 2007; 
Saito, 2012; Pincha, 2008). Selain itu, setelah 
kejadian bencana perempuan lebih rentan 
mengalami kekerasan dan serangan seksual serta 
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tindakan eksploitasi terhadap pekerjaan yang 
membuat perempuan bekerja lebih lama 
dibandingkan laki-laki (Enarson, 2000;   Kohan, 
2010; Lynnch, 2011;  dan Partenza, 2012).  
Lebih tingginya keretanan perempuan 
dalam situasi kejadian bencana menurut Duncan, 
Parknson, Keech dan Emma (2018) antara lain 
karena adanya perbedaan pengaruh laki-laki dan 
perempuan dalam pengambilan keputusan dan 
perbedaan akses atas pengetahuan terkait 
bencana. Eriksen (2014) dan Kahn (2011) 
mendukung hal tersebut dengan menyebutkan 
bahwa terdapat kontruksi nilai dimana laki- laki 
memiliki otoritas untuk melindungi keluarga 
dengan komunitas sehingga mengesampingkan 
keberadaan perempuan. Padahal temuan 
penelitian Saito (2012) menunjukkan jika diberikan 
kesempatan, perempuan dapat berperan aktif dan 
efektif dalam menggerakan masyarakat untuk 
terlibat dalam menghadapi bencana. Namun, 
karena adanya dominasi dan kontruksi nilai akan 
peran laki-laki sehingga menyebabkan kapasitas 
dan tindakan dari perempuan dikesampingkan, 
termasuk dalam menghadapi bencana.  
Permasalahan-permasalahan yang 
dijelaskan sebelumnya merupakan permasalahan 
yang disebabkan oleh diskriminasi dan 
ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan 
akibat bencana. Zastrow (2007) lebih lanjut 
menambahkan kejadian yang menyebabkan 
kondisi tidak setara dan menimbulkan ancaman 
termasuk tindakan sexual harrasment, 
pemerkosaaan dan kekerasan seksual sebagai 
permasalahan gender. Kemudian menurut 
Murthakamah (2013) menambahkan situasi 
diskriminasi, pembedaan peran, akses, partisipasi 
dan kontrol terhadap sumber daya dapat dilihat 
dari masih adanya pelabelan negatif, 
penomorduaan, marginalisasi ekonomi, beban 
ganda dan kekerasan terhadap perempuan.  
Permasalahan gender berkaitan dengan 
ketidaksetaraan kondisi sosial dalam masyarakat 
akibat dari relasi kuasa antara laki-laki dan 
perempuan. Oko (2008) menjelaskan bahwa relasi 
kuasa tersebut memicu adanya ketidakadilan dan 
ketidaksamaan kondisi yang dirasakan perempuan 
sehingga menimbulkan terjadinya konflik. Lebih 
lanjut, konflik yang dimaksudkan sebagai akibat 
dari struktur sosial yang tidak setara sehingga 
merepresentasikan kondisi kehidupan yang 
berbeda. Oleh sebab itu dibutuhkan kegiatan yang 
bertujuan untuk mengantisipasi atau meminalisir 
dampak akibat bencana berdasarkan kepada 
kebutuhan gender.  
Upaya untuk memenuhi kebutuhan 
berdasarkan kepada perbedaan gender disebut 
sebagai pendekatan sensitive gender. Pendekatan 
sensitive gender berkaitan dengan kebutuhan laki-
laki dan perempuan namun menekankan 
pemenuhan kebutuhan perempuan karena 
seringkali menjadi kelompok yang memiliki 
kerentanan lebih tinggi dibandingkan laki-laki 
dalam bencana. (International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies, 2010). European 
Commission (1998) menambahkan bahwa 
pendekatan sensitive gender dapat mendorong 
kesetaraan termasuk distributive of resources 
dalam hal ini pada konteks bencana. Maka dengan 
demikian, pendekatan sensitive gender berarti 
upaya untuk meningkatkan pemahaman dan 
kesadaran akan adanya perbedaan biologis 
maupun socio-cultural dari laki-laki dan perempuan 
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yang menyebabkan adanya kondisi tidak sama 
seharusnya dapat dipromosikan agar pengurangan 
resiko bencana dapat secara efektif menyasar 
kelompok rentan yaitu perempuan.  
Pendekatan tersebut diterapkan dalam 
konteks penanggulangan bencana salah satunya 
mitigasi bencana. Irawan (2007) mengatakan 
secara operasional mitigasi merupakan upaya 
untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa dan 
hilang atau rusaknya aset serta harta benda, baik 
melalui upaya mitigasi bencana (pencegahan, 
peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya 
mengurangi kerentanan (fisik, material, sosial 
kelembagaan, perilaku atau sikap). Penelitian 
Shreve dan Kelman (2014) menunjukan mitigasi 
bencana di Amerika Serikat telah secara efektif 
menyelematkan nyawa manusia, mengurangi 
kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi akibat 
bencana alam.  
Pembahasan mengenai mitigasi bencana 
dengan menggunakan sensitive gender diharapkan 
dapat menambah pengetahuan masyarakat dan 
mendorong perubahan mendasar yang 
mengurangi kerentanan perempuan dalam 
bencana. Dengan demikian, jaminan perlindungan 
dan keamanan mengantisipasi bencana yang 
menjadi hak laki-laki dan perempuan dapat 
terwujud.  
Pembahasan mitigasi bencana yang 
sensitive gender belum tereksplorasi dengan baik 
sehingga menyebabkan gap pengetahuan. 
Penelitian terkait bencana sebelumnya masih 
dipusatkan dalam konteks saat dan paska bencana 
terjadi (Neumayer dan Pluemper, 2007; Pincha, 
2008; Pittaway, 2007; Alston, 2018; Drolet et al, 
2015;  Rowland, 2013; Laksomono, 2008; Wong, 
2013; Bauwens dan Naturale, 2017). Sedangkan 
dilihat dari sudut pandang analisis kebijakan yang 
digunakan masih secara umum dan belum secara 
spesifik menggunakan pendekatan sensitive 
gender (Pancasilawan, 2016; Amalina, 2019; Tan, 
2013, Koivisto dan Nohrstedt, 2016; Gerber, 2007; 
Zang, 2018; Tanaka, 2012). Hal ini menunjukan 
masih terbatasnya penelitian atau kajian mengenai 
mitigasi bencana dan pendekatan sensitif gender. 
Jikapun ada, umumnya penelitian dilakukan 
Pembahasan dalam artikel ini akan dimulai 
dengan mendiskusikan signifikansi pendekatan 
sensitif jender dan pembahasan mengenai dimensi 
sensitif gender dalam mitigasi bencana menurut 
kerangka konseptual Moser (1993) yang 
menekankan kepada pemenuhan kebutuhan 
praktis dan kebutuhan strategis.  
METODE ARTIKEL 
Artikel ini merupakan kajian literatur  untuk 
mengurai konsep dan teori yang relevan dalam 
menjelaskan mitigasi bencana yang sensitive 
gender. Cross-cutting dari artikel ini yaitu berkaitan 
dengan mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi 
dampak dari bencana dengan pendekatan sensitive 
gender yang dilakukan berdasarkan kepada 
perbedaaan biologis dan socio-cultural dalam 
komunitas. Pembahasan mengenai mitigasi 
bencana berbasis sensitive gender dapat dilihat 
dari pendekatan Moser (1993) yang melihat 
aktivitas harus didasarkan kepada kebutuhan 
strategis dan kebutuhan praktis dari gender. 
Kebutuhan praktis bertujuan untuk meningkatkan 
kondisi lingkungan agar memadai sehingga dapat 
bertahan hidup sedangkan kebutuhan strategis 
berkaitan dengan berkaitan dengan keadaan yang 
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dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinasi 
perempuan agar mencapai kesetaraan. Sumber 
data dan informasi dalam penelitian adalah 
berbagai jurnal, buku dan laporan resmi yang 
kredibel dan reliable terkait dengan mitigasi 
bencan dan sensitive gender.  
PEMBAHASAN 
Signifikasi Pendekatan Sensitif Gender 
Dalam Mitigasi Bencana  
Masyarakat baik perempuan dataupun laki-
laki memerlukan kapasitas untuk mengurangi 
resiko bencana. Jika masyarakat tidak memiliki 
kesiapan dalam menghadapi bencana maka 
dampak fatal akibat bencana harus mereka hadapi. 
Melihat hal tersebut, maka menjadi penting bagi 
masyarakat yang berada di wilayah rawan untuk 
mendapatkan pendidikan, pelatihan dan 
peningkatan keterampilan agar mereka memiliki 
pengetahuan dan kapasitas untuk menghadapi 
bencana. Dengan demikian masyarakat mampu 
beradaptasi dan tahan akan kejadian bencana yang 
mengancam kelangsungan hidup.  
Namun penelitian Oxfam (2005) 
menemukan bahwa factor kultural mencegah 
perempuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas 
mitigasi bencana. Hal ini akan berdampak kepada 
perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh perempuan 
sehingga mitigasi yang dilakukan tidak mampu 
meminimalisir kerentanan yang mereka miliki. Oleh 
sebab itu, mitigasi bencana tidak bisa dilakukan 
secara netral tanpa memperhatikan perbedaan 
gender.  
Melihat kondisi tersebut, maka mitigasi 
bencana perlu dilakukan dengan menekankan 
pentingnya sensitive gender dalam pelaksanaan. 
Pemahaman dan kesadaran akan adanya 
perbedaan biologis maupun sosio-cultural dari laki-
laki dan perempuan yang menyebabkan adanya 
kondisi tidak sama seharusnya dapat dipromosikan 
agar pengurangan resiko bencana dapat secara 
efektif menyasar kelompok rentan. European 
Commission (1998) mengatakan dengan 
menggunakan pendekatan sensitive gender dapat 
mendorong kesetaraan termasuk distributive of 
resources dalam hal ini pada konteks bencana. 
Pendekatan sensitive gender berupaya untuk 
meningkatkan kesetaraan bagi perempuan 
maupun laki-laki dalam memenuhi kebutuhan 
berdasarkan kepada aspek reproduksi dan sosio-
cultural gender. Berdasarkan kepada hal tersebut, 
artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
mitigasi bencana yang dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan sensitive gender. 
Mitigasi bencana tidak bisa dilakukan 
secara netral tanpa memperhatikan perbedaan 
gender. Hal tersebut didasarkan kepada 
perbedaan-perbedaan kondisi yang dialami oleh 
perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh 
aspek biologis dan socio-cultural (Ariyabandu, 
2009). Ariyabandu selanjutnya mengatakan aspek 
biologis berkaitan dengan kondisi menstruasi, 
hamil, melahirkan, pengasuhan, periode menyusui 
sehingga membutuhkan perawatan dan 
perlindungan dibandingkan laki-laki yang tidak 
memiliki fungsi tersebut. Berdasarkan 
kepada kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa 
perempuan dan laki-laki secara harfiah memiliki 
perbedaan pada fungsi reproduksi sehingga 
perempuan perlu lebih diperhatikan kebutuhannya 
Sedangkan aspek sosio-cultural berkaitan 
dengan kontruksi  social gender dalam masyarakat 
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dimana terdapat relasi hubungan yang tidak setara 
disebabkan oleh factor ekonomi, social, politik, 
budaya masyarakat, dominasi laki-laki serta 
pengucilan terhadap pengetahuan dan tindakan 
perempuan yang tidak disadari dan tidak dihargai 
dalam bencana (Ariyabandu, 2009; Livingston, 
2011; Eriksen,    2014). Kondisi-kondisi demikian 
merupakan permasalahan gender yang 
menyebabkan adanya ketidakadilan dan 
ketidaksamaan kondisi sehingga perempuan 
menjadi kelompok yang ekslusi dalam bencana 
alam. 
Perspektif Gender dalam Mitigasi Bencana 
Kapasitas masyarakat dalam menghadapi 
bencana dilakukan melalui upaya persiapan pra-
bencana termasuk mitigasi bencana (Fothergill, 
1994).  Pada kegiatan ini, perempuan seringkali 
tidak dilibatkan dalam perencanaan dan keputusan 
menghadapi bencana di negara berkembang 
(Ashraf, 2015). Byrne dan Baden (1995)  
mengatakan bahwa terdapat bahaya bagi 
perempuan jika perspektif gender tidak 
dipertimbangkan dalam layanan program 
kebencanaan. Hal ini dapat meningkatkan 
ketidaksetaraan gender dan juga dapat 
menghambat efektivitas program bantuan (Ashraf, 
2015).  
Perspektif gender dalam bencana 
menekankan kepada penilaian kapasitas  
perempuan serta digunakan untuk merencanakan 
pelayanan yang efektif dan efisien bagi perempuan 
dalam menghadapi bencana (Byrne dan Badem, 
1995). Mitigasi bencana sendiri merupakan upaya 
berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi 
risiko bencana (Coppola, 2007). Dengan kata lain, 
perspektif gender dalam mitigasi berupaya 
mengurangi efek negatif dari terjadinya bencana 
dengan cara meningkatkan kapasitas perempuan.  
Byrne dan Badem (1995) menyebutkan 
bahwa terdapat dua pertanyaan mendasar dalam 
mengintegrasikan perspektif gender dalam 
intervensi mitigasi bencana yaitu :  
1. Apakah intervensi yang dilakukan 
melemahkan akses dan kontrol 
perempuan terhadap sumberdaya? 
Atau  
2. Apakah intervensi mendukung 
kemampuan perempuan untuk 
mengatasi krisis, meningkatkan 
keterampilan dan memberi sarana 
untuk membangun kembali 
kehidupan perempuan.  
Berdasarkan kepada hal tersebut, untuk 
mengkonseptualisasikan mitigasi bencana yang 
sensitive gender juga dapat dielaborasikan dengan 
konsep dari    Moser (1993) dan  Dimitríjevics 
(2007). Moser (1993) melihat analisis gender 
dalam konteks program. Sedangkan, berbicara 
tentang kebutuhan dari praktis dalam mitigasi 
bencan. Elobarasi dari pandangan Moser dan 
Dimitríjevics tersebut, digunakan dalam 
menganalisa mitigasi bencana yang sensitive 
gender.  Kajian yang disampaikan Moser (1993) 
menjelaskan bahwa program disebut sensitive 
gender ketika memenuhi kebutuhan gender, yaitu 
kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis. 
Kebutuhan praktis berkaitan dengan kebutuhan 
sehari-hari,  sedangkan, kebutuhan strategis 
berkaitan dengan keadaan yang dibutuhkan untuk 
mengubah posisi subordinat gender. Kemudian, 
pandangan Dimitríjevics (2007) melengkapi 
pemahaman mengenai kebutuhan praktis dalam 
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mitigasi bencana. Kebutuhan praktis tersebut 
secara spesifik disebutkan yaitu : 
 
Gathering gender-sensit ive data 
Gender-sensitive data merupakan aktivitas 
untuk mengumpulkan data yang terkait dengan 
pemetaaan kemungkinan orang yang terkena 
dampak dan mengidentifikasi peran yang 
ditentukan gender (Dimitríjevics, 2007). 
Kebutuhan untuk adanya ketersediaan data yang 
sensitive gender berkontribusi untuk meningkatkan 
respons terhadap bencana dengan efektif dan 
efisien. Aktivitas ini dilakukan dalam mitigasi 
bencana untuk memetakan kelompok rentan yang 
memiliki kemungkinan mengalami dampak akibat 
bencana.  
Kelompok rentan yang perlu di data yaitu 
perempuan, orang lanjut usia, anak-anak, orang 
dengan mental disorder dan penyintas disabilitas 
(Anderson, 2005; Duncan, 2018; Boon, 2016; 
Enarson, 2000; every, 2015; UNESCAP, 2015). 
Selain itu, pengumpulan gender-sensitive data juga 
terkait data tentang kematian dan morbiditas yang 
dipisahkan berdasarkan jenis kelamin juga dapat 
berkontribusi pada sistem manajemen bencana 
yang lebih adil dan efisien (Dimitríjevics, 2007). Ini 
memungkinkan identifikasi tren sebelum dan 
sesudah bencana, dan memungkinkan respons 
yang sesuai dengan kebutuhan aktual.  
Legal infrastructure 
Aspek legalitas infrastruktur dapat sangat 
memengaruhi ketahanan perempuan dan laki-laki 
terhadap bencana. Pendaftaran atas kepemilikan 
rumah dan tanah bisa sangat diperlukan dalam 
rekonstruksi pascabencana, paling tidak ketika 
relokasi diperlukan dan kompensasi serta aset baru 
dialokasikan. Dimitríjevics (2007) mengatakan 
untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, 
kepemilikan aset atas rumah dan tanah 
dimungkinkan secara hukum bagi perempuan dan 
juga untuk setiap kelompok lain dalam suatu 
masyarakat. Artinya terdapat kesamaan terhadap 
akses dan control dalam aspek legalitas 
infrastruktur. Lebih lanjut untuk memungkinkan 
kepemilikan bersama aset oleh laki-laki dan 
perempuan harus didorong secara aktif agar 
tercipta kesetaraan.  
Sebuah contoh kasus tentang pentingnya 
kepemilikan aset atas nama laki-laki dan 
perempuan ditemukan dalam kejadian bencana 
Badai Mittch di Amerika Serikat (Fordham, 2001). 
Program kepemilikan aset atas nama perempuan 
digagas oleh Save The Children dan Palang merah 
Amerika untuk menempatkan perempuan memiliki 
kekuatan yang setara dan memberdayakan 
perempuan. Hasil dari program ini menunjukan 
resiliensi dari perempuan yang ditinggalkan oleh 
suaminya bekerja jauh dari rumah tanpa 
memberikan uang dan dukungan lain yang 
menyebabkan perempuan harus menghidupi 
kehidupannya sendiri. Berdasarkan kasus tersebut, 
program yang mendorong kepemilikan aset atas 
nama laki-laki dan perempuan ketika diterapkan 
dapat memberikan manfaat dan perlindungan bagi 
perempuan atas aset yang dimilikanya. Dengan 
demikian, kepemilikan aset atas nama laki-laki dan 
perempuan juga dapat diterapkan dalam konteks 
mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi 
resiko dan memberikan perlindungan bagi 
perempuan jika bencana menyebabkan suaminya 
meninggal. Perempuan dapat mengklaim 
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kepemilikan aset dan dapat melanjutkan 
kelangsungan hidupnya.  
Physical infrastructure 
Elemen kunci dalam mitigasi bencana 
adalah penguatan infrastruktur fisik untuk lebih 
tahan terhadap bencana, sehingga ketika 
infrastruktur rusak tidak menimbulkan ancaman 
bagi kehidupan manusia. Infrastruktur yang 
dirancang dengan baik, lokasi yang tepat, dan 
dengan harga terjangkau dapat menjadi alat yang 
kuat dalam mengejar kesetaraan gender 
(Dimitríjevics, 2007).  Infrastruktur terkait dengan 
mitigasi bencana berkaitan dengan bangunan yang 
menunjang untuk mengurangi resiko dari kejadian 
bencana. Coppola (2007) mengatakan bahwa 
bangunan yang tahan terhadap bencana 
merupakan bangunan yang diadaptasi dari potensi 
ancaman bencana yang terjadi. Oleh sebab itu, 
diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur 
yang. Dalam konteks mitigasi bencana, upaya 
untuk memperkuat infrastruktur yang resilien 
terhadap bencana dibagi menjadi dua yaitu tempat 
tinggal dan posko penampungan (shelter)  
(Dimitríjevics, 2007). 
Tempat tinggal dan posko penampungan 
yang resiliense terhadap bencana dilihat dari sudut 
pandang gender menekankan kepada beberapa 
aspek seperti lokasi yang aman dari bencana, 
akses terhadap kamar mandi dan sanitasi, akses 
terhadap pelayanan kesehatan. Dimitríjevics 
(2007) mengatakan bahwa lokasi yang aman akan 
tempat tinggal dan posko penampungan dari 
potensi bencana akan mencegah dampak 
tambahan akibat terjadinya bencana. Hal tersebut 
disebabkan oleh lokasi dan pengaturan tempat 
tinggal dan penampungan dapat memengaruhi 
keselamatan yang dirasakan dari para korban 
akibat bencana.  
Akses yang aman ke area kamar mandi 
dan sanitasi di posko penampungan sering 
dilaporkan sebagai tempat tempat pelecehan 
terhadap perempuan terjadi. berbagai penelitian 
menunjukan adanya faktor yang mempengaruhi 
kekerasan seksual terjadi karena tidak amannya 
akses terhadap kamar mandi dan sanitasi seperti 
laporan Oxfam International yang menyebutkan 
serangan seksual yang terjadi di toilet diakibatkan 
oleh kurangnya lampu penerangan (Oxfam 2005). 
selain itu,  Keselamatan dan akomodasi sama 
pentingnya dalam mendapatkan Akses yang aman 
ke area kamar mandi dan sanitasi. Fisher (2005) 
mencatat insiden di kamp tsunami Sri Lanka 
menyebutkan laki-laki yang memicu pemadaman 
listrik sebelum melkaukan kekerasan terhadap 
perempuan yang sedang tertidur. Di India, 
perempuan yang tinggal di posko bantuan tsunami 
memiliki kekhawatiran tentang para lelaki muda 
yang berkeliaran di malam hari dengan pengaturan 
tempat tinggal yang berdekatan satu sama lain, 
dan tanpa pintu dan lampu yang aman di banyak 
daerah (Pincha. 2007). Menurut Dimitríjevics 
(2007) akses yang aman berarti  area higienis 
harus memadai dan sesuai secara budaya dimana 
kamar mandi dan toilet paling baik dipisahkan 
berdasarkan jenis kelamin ; menempatkan area 
kamar mandi perempuan dan laki-laki agak jauh 
dari satu sama lain dan daerah yang cukup terang 
juga dapat meningkatkan privasi; bila diperlukan 
secara budaya, area higienis wanita juga harus 
mencakup area terpisah untuk mencuci dan 
mengeringkan pakaian atau pembalut saat 
menstruasi. 
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Kekuatan fisik dan kondisi kesehatan juga 
dapat memengaruhi ketahanan individu terhadap 
bencana. Tingkat kekuatan tidak hanya tergantung 
pada faktor biologis tertentu seperti jenis kelamin, 
tetapi juga pada kondisi fisik umum, nutrisi dan 
kesehatan. Dalam rumah tangga miskin yang 
terkadang mengalami kekurangan sumber daya 
gizi dalam waktu lama, seringkali ada hierarki yang 
menentukan akses anggota rumah tangga 
terhadap makanan. Pada konteks ini, kebutuhan 
yang diperlukan untuk memiliki kondisi hidup yang 
memadai, seperti perawatan kesehatan dan akses 
ke air yang aman serta sanitasi (Dimitríjevics, 
2007).  
Schaffer dan Lamb (1974) selanjutnya 
mendefinisikan akses sebagai hubungan antara 
pengalokasian layanan dengan mereka yang 
membutuhkan layanan tersebut. Pengalokasian 
layanan diatur dan diberikan oleh pemberi layanan, 
dimana dalam konteks ini adalah pemerintah 
sebagai pemberi layanan. Namun, ketika 
membicarakan akses terhadap air bersih dan 
sanitasi, ada hal-hal lain dari sekedar pengadaan 
air bersih dan sanitasi tersebut secara fisik saja, 
melainkan juga keadaan air maupun kemampuan 
masyarakat di wilayah itu sendiri dalam 
mendapatkan air. 
Permasalahan kesehatan lingkungan 
seringkali terjadi disebabkan oleh kurangnya 
sumber air bersih serta sanitasi yang layak. Akper 
(2012) menyatakan bahwa sanitasi yang baik dan 
sumber air yang bersih akan mengurangi 
prevalensi penyakit, meningkatkan produktivitas, 
serta mengurangi polusi dari sumber air. Faktor 
lain yang juga menyebabkan. Permasalahan 
terhadap air bersih dan sanitasi layak di 
masyarakat adalah akses terhadap layanan air 
bersih dan sanitasi layak tersebut. Marganingrum 
et al  (2011) Ketersediaan air bersih tersebut 
mempunyai implikasi pada tingkat kualitas hidup 
masyarakat. selanjutnya terdapat dua hal yang 
mempengaruhi upaya masyarakat dalam 
memperoleh air bersih, antara lain ketersediaan air 
dan kemampuan mendapatkan air tersebut. Faktor 
ketersediaan air didukung oleh adanya sumber dan 
kelimpahan air bersih yang memenuhi syarat 
kualitas serta kondisi lingkungan yang baik yang 
dapat menjaga kondisi dan ketersediaan air 
dengan baik.  
Sedangkan terkait dengan kemampuan 
masyarakat dalam mendapatkan air antara 
terdapat tiga factor yang berpengaruh yaitu lokasi 
pengambilan air, pengalokasian peruntukkan air, 
serta kapasitas masyarakat (Marganingrum et al, 
2011). Faktor berikutnya adalah lokasi 
pengambilan air bersih. Hal ini dipengaruhi oleh 
keberadaan infrastuktur pengantar air. Kemudian 
terkait dengan sanitasi, terdapat 4 komponen yang 
dikeluarkan oleh UN Water (2008), antara lain 
sanitasi dasar rumah tangga, manajemen limbah 
padat rumah tangga, drainase air limbah rumah 
tangga dan air hujan serta pengelolaan limbah 
industri.  
Insurance 
Asuransi risiko bencana memiliki potensi 
untuk menyediakan likuiditas penting setelah 
bencana, dan dapat memudahkan akses ke kredit 
selama periode reguler karena mengurangi risiko 
kelompok rentan seperti perempuan yang dipaksa 
untuk melakukan pinjaman. Menurut Dimitríjevics 
(2007) asuransi harus memastikan akses yang 
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sama semua segmen masyarakat dimana asuransi 
disediakan, termasuk perempuan. Dorongan lebih 
lanjut untuk mendaftarkan asuransi risiko bencana 
serta asuransi jiwa dan properti umum atas nama 
laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. 
Melalui asuransi bencana, seluruh kerusakan yang 
diakibatkan peristiwa alam berskala besar seperti 
gempa bumi, angin topan, badai, banjir, dan 
kebakaran semak belukar dapat dikurangi tingkat 
kerugiannya. Lantham (2010) selanjutnya 
mengatakan terdapat dua pilihan  di dalam 
menerapkan asuransi bencana alam, yaitu :  
1. Pemerintah sebagai sole insurer 
Implementasi dari pilihan Pemerintah 
sebagai sole insurer menempatkan pemerintah 
sebagai aktor yang memberikan subsidi asuransi 
bagi korban bencana.  Porgram asuransi ini  
pemerintah menyediakan pilihan premi asuransi 
bencana alam yang berbeda dan masyarakat 
sendiri yang menentukan pilihan asuransi bencana 
alam mana yang ingin diambil dan besaran 
preminya. Tentu, masyarakat harus tetap 
membayar premi tersebut namun besaran premi 
lebih kecil dari swasta karena disubsidi. Program 
asuransi bencana alam seperti ini sudah 
dimplementasikan untuk semua bencana alam di 
Spanyol, asuransi banjir di Amerika Serikat, dan 
untuk asuransi gempa di Turki. 
2. Pemerintah sebagai reinsurer 
Pilihan pendekatan asuransi ini disediakan 
dan ditentukan seluruhnya oleh swasta 
berdasarkan pertimbangan latar belakang dan 
kondisi penerima manfaat, hanya saja seluruh 
pembiayaan dilakukan oleh pemerintah. Swasta 
bertindak sebagai pihak ketiga yang menjadi 
perpanjangan tangan pemerintah dalam 
memberikan asuransi. Dengan sistem ini, 
pemerintah tidak akan dianggap melanggar 
kesamaan kedudukan setiap warga negara karena 
yang menentukan program asuransi bencana alam 
adalah pihak swasta. Program asuransi bencana 
alam seperti ini sudah diimplementasikan di 
Selandia Baru, Jepang, Afrika Selatan, Norwegia, 
Prancis, dan Inggris.  
Kegunaan asuransi seperti ini 
mengutamakan manajemen risiko yang digunakan 
untuk memberikan perlindungan terhadap risiko 
kerugian masyarakat yang nilainya tidak pasti 
(Nasution, 2015). Dengan adanya asuransi 
bencana, pendataan aset rusak tidak perlu 
memakan waktu lama karena telah terdata oleh 
pihak penyedia asuransi. Penyedia asuransi 
memerlukan data-data tersebut guna kepentingan 
dalam penilaian dan besarnya tanggungan suatu 
aset yang akan diasuransikan (Noor, 2014).   
Know ledge dissemination 
Knowledge dissemination terkait dengan 
kesadaran akan bencana merupakan aspek yang 
penting dalam mengurangi resiko bencana.  
Dimitríjevics, (2007) mengatakan bahwa 
knowledge dissemination  berarti mengetahui 
bagaimana mengenali tanda-tanda bencana yang 
akan datang, dan bagaimana cara terbaik untuk 
bertindak, adalah prasyarat respons bencana yang 
efektif. Pada konteks ini, laki-laki dan perempuan 
memerlukan pengetahuan akan tanda dan respon 
dari kemungkinan terjadinya bencana. Artinya, 
laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang 
sama dalam menghadapi bencana.  
Dalam  perencanaa Knowledge 
dissemination, gender harus dipertimbangkan 
dalam memilih metode yang digunakan dilihat dari 
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tingkat literasi, mobilitas, akses ke tempat umum, 
jadwal kerja serta preferensi umum untuk sarana 
partisipasi (Dimitríjevics, 2007). Terkait dengan 
gender dalam knowledge dissemination, terdapat 
kasus terkait perbedaan penyebaran pengetahuan 
bagi laki-laki dan perempuan. Di Afrika Selatan, 
ditemukan bahwa laki-laki lebih menyukai 
informasi terkait iklim melalui radio sedangkan 
perempuan lebih menyukai informasi tersedia 
melalui petugas penyuluh atau melalui sekolah. 
Perempuan kurang mampu menjadwalkan waktu 
untuk mendengarkan radio karena memiliki  
banyak tanggung jawab dari  bekerja sebagai 
bertani ke peran domestik di rumah. Selain itu, 
perempuan lebih menyukai lingkungan di mana 
pertanyaan dapat ditangani dengan segera dan 
diskusi dapat berkembang (Archer 2001). Pada 
kasus ini, penting kiranya perencanaan terkait 
dengan knowledge dissemination memperhatikan 
perbedaan peran dan waktu bagi perempuan dan 
laki-laki agar pengetahuan dapat disebarluaskan 
secara efekti.  
Pentingnya knowledge dissemniation 
digambarkan pada kasus kejadian bencanaa oleh 
tsunami di Papua Nugini pada tahun 1998 dan 
2000. Pada tahun 1998 orang-orang hampir tidak 
memiliki pengetahuan tentang tsunami, 
masyarakat memilih  berdiri di pantai untuk 
menonton laut yang surut dipanggir pantai 
dibandingkan mencari perlindungan segera 
sehingg menewaskan sedikitnya 200 ribu jiwa. 
Setelah kejadian bencana, pemerintah bekerja 
sama dengan akademisi dan ahli dari Jepang dan 
AS untuk meningkatkan kesadaran tsunami melalui 
penyebaran pamflet, video, dan melalui pendidikan 
di sekolah-sekolah. Ketika tsunami 2000 mencapai 
pantai Papua Nugini, kerusakan materi sangat 
besar, tetapi penduduk segera dievakuasi ke 
tempat yang lebih tinggi, dan tidak ada korban 
(ADRC 2000). 
Early Warning   
Early Warning Systems bergantung kepada 
sarana dan keterampilan yang dimiliki masyarakat 
untuk menerima peringatan, memahaminya, dan 
bereaksi dengan tepat. Perbedaan peran, 
tanggung jawab, dan kebutuhan perempuan dan 
laki-laki perlu dipertimbangkan karena hal ini dapat 
memberikan informasi yang berharga untuk 
mengembangkan sistem peringatan dini dan 
informasi (Dimitríjevics, 2007). Gender adalah 
faktor penting dalam penyebaran early warning 
yang dikeluarkan saat keadaan bencana 
(Chakrabarti dan Walia, 2009). Contoh kasus 
kejadian yang tidak memasukan gender dalam 
aktivitas early warning yaitu dalam Kejadian angin 
topan dan banjir di Bangladesh tahun 1991 
melaporkan bahwa early warning diberikan melalui 
pengeras suara dan dari mulut ke mulut (Baden et 
al. 1994). Dalam masyarakat yang sangat 
dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, informasi 
peringatan dini ditransmisikan oleh laki-laki ke laki-
laki di ruang publik. Sedangkan  Wanita yang 
memiliki pengetahuan yang relatif kurang tentang 
angin topan bergantung pada pengambilan 
keputusan pria,  menunggu suami mereka untuk 
pulang ke rumah dan membawa mereka ke tempat 
yang aman.  
Dimitríjevics (2007) mengatakan 
perempuan maupun laki-laki perlu memiliki akses 
ke informasi dan peringatan tepat waktu tentang 
risiko atau bencana yang akan datang. Namun, 
dalam beberapa konteks, informasi saja tidak akan 
cukup bagi perempuan untuk dapat merespons 
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secara memadai. Kendala spesifik gender, seperti 
kurangnya otoritas pengambilan keputusan, 
kurangnya modal dalam berbagai bentuk 
(keuangan, fisik, manusia, sosial) dan norma 
sosial-budaya pada mobilitas, berarti bahwa 
perempuan mungkin perlu tambahan dukungan 
untuk dapat bertindak secara efektif atas informasi 
atau peringatan tersebut. Untuk membangun 
sistem peringatan dini yang efektif, diperlukan 
pemahaman dan pengetahuan tentang alasan 
mengapa beberapa kelompok lebih terpengaruh 
daripada yang lain pada saat bencana, sering 
dikaitkan dengan fakta bahwa perempuan dan laki-
laki dari berbagai budaya dan agama memiliki 
wilayah tanggung jawab yang berbeda tugas, 
derajat kebebasan bergerak, kode pakaian, 
pendidikan, dan sebagainya.  
Aktivitas early warning sistem yang 
sensitive gender dilihat dari dua aspek yaitu 
dissemination dan awareness (Chakrabarti dan 
Walia, 2009). Lebih lanjut, yang dimaksudkan 
dengan Dissemination berarti memastikan 
peringatan disebarkan di setiap pintu rumah 
penduduk yang rentan tidak hanya tempat umum 
serta melibatkan perempuan dan laki-laki yang 
dalam menyebarkan peringatan dini. Sedangkan 
awareness berarti menjelaskan pemahaman 
peringatan dini kepada perempuan yang mungkin 
kekurangan informasi untuk memahami sinyal 
peringatan serta meningkatkan pengetahuan 
terkait mengenai pentingnya peringatan dini dan 
kebutuhan untuk mematuhi peringatan tersebut 
sejak awal.  
 
Setelah melihat kebutuhan praktis gender 
dalam mitigasi bencana, selanjutanya adalah 
kebutuhan strategis gender. Kebutuhan strategis 
dengan berkaitan dengan keadaan yang 
dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinasi 
perempuan agar mencapai kesetaraan. Menurut 
Pincha (2008) mitigasi bencana meliputi 
peningkatan kekuatan perempuan dalam 
pengambilan keputusan, peningkatan 
keberpihakan terhadap posisi kepemimpinan, serta 
perlindungan dari kekerasan. Tujuan dari aktivitas-
aktivitas yang mendorong pemenuhan kebutuhan 
strategis gender menurut Murtakhamah (2013) 
untuk menyelesaiakan permasalahan 
ketidaksetaraan gender dalam bencana seperti: 
1. Pelabelan negatif atau stereotype dimana 
perempuan  seringkali dilabeli dengan sifat 
lemah lembut, sementara laki-laki 
dianggap kuat. Pelabelan ini membuat 
perempuan selalu ditempatkan dalam 
kondisi yang lemah, tidak berdaya dan 
tidak bisa menjadi pemimpin. Sementara 
laki- laki dianggap bisa menolong dirinya 
sendiri dan menjadi pemimpin. 
2. Penomorduaan atau Subordinasi yang 
berarti terdapat anggapan satu jenis 
kelamin lebih penting dibanding jenis 
kelamin yang lain. Sejak dulu, ada 
pandangan bahwa perempuan lebih 
rendah dibanding laki-laki. Dalam situasi 
bencana perempuan menjadi  dirugikan 
karena kebutuhan-kebutuhannya sebagai 
perempuan seringkali terabaikan. 
Kebutuhan khusus perempuan seperti 
misalnya pembalut, celana dalam dan alat-
alat kesehatan reproduksi lainnya 
seringkali tidak ada. Dengan cara seperti 
ini seolah-olah semakin menguatkan 
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pandangan bahwa tugasnya perempuan 
adalah memasak. 
3. Peminggiran ekonomi atau marginalisasi. 
Proses peminggiran mengakibatkan salah 
satu jenis kelamin terabaikan dalam akses 
sumberdaya.  Dalam  situasi bencana, 
perempuan seringkali tidak bisa 
mengakses bantuan karena dianggap 
bukan pencari nafkah utama atau kepala 
keluarga. Situasi ini sangat tidak 
menguntungkan terutama bagi 
perempuan yang harus menjadi kepala 
keluarga baik sebelum atau sesudah 
bencana terjadi. Proses ini semakin 
mengakibatkan kehidupan perempuan 
semakin berat karena semua hal yang 
berkaitan dengan akses bantuan atau 
sumberdaya misalnya pelatihan- pelatihan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan atau kredit modal usaha harus 
seijin dan sepengetahuan laki-
laki/suaminya atau ayahnya. 
4. Beban ganda atau double burden. Salah 
satu jenis kelamin seringkali harus 
memerankan beberapa pekerjaan/beban 
sekaligus. Dalam situasi bencana, 
perempuan seringkali mengalami beban 
ganda. Perempuan hampir mengerjakan 
80% pekerjaan rumah tangga mulai dari 
menyediakan makanan, mengurus anak, 
merawat orang sakit dan lanjut usia, tetapi 
di sisi lain, perempuan juga dibebani untuk 
mencari kayu bakar, air bersih dan mencari 
bantuan. Beban domestik ditambah 
dengan beban-beban lainnya bagi 
perempuan dalam situasi seperti ini 
sangatlah berat, semua serba terbatas dan 
semua harus dilakukan yang menambah 
tingkat kelelahan dan stres seorang 
perempuan.  
Upaya-upaya yang dilakukan dalam 
mitigasi bencan berbasis sensitive gender yaitu 
untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam 
bencana. Kesetaraan gender berupaya untuk 
menghapus diskriminasi dan ketidakadilan 
structural sehingga perempuan dan laki-laki 
memiliki kesempatan berpartisipasi dan kontrol 
yang sama. Akses dalam berpartisipasi berarti 
memiliki peluang atau kesempatan untuk 
menggunakan sumber daya dan memiliki 
wewenang untuk mengambil keputusan terhadap 
cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. 
Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki 
kewenangan penuh untuk mengambil keputusan 
atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga 
memperoleh manfaat yang sama dari 
pembangunan. 
Kesimpulan 
Mitigasi bencana perlu menggunakan 
pendekatan sensitive gender agar pelayanan yang 
diberikan melihat kebutuhan yang relatif sama 
maupun berbeda antara laki-laki dan 
perempuan.Tujuan dari pendekatan tersebut agar 
terdapat kesetaraan gender dalam konteks mitigasi 
bencana sehingga perempuan dan laki-laki 
memiliki kapasitas yang sama untuk mengurangi 
dampak akibat bencana. 
Upaya tersebut dilakukan dengan melihat 
kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis dari 
gender. Kebutuhan strategis meliputi peningkatan 
kekuatan perempuan dalam pengambilan 
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keputusan, peningkatan keberhakan terhadap 
posisi kepemimpinan, akses yang setara ke 
pekerjaan hak-hak hukum yang setara, serta 
perlindungan dari kekerasan, hak-hak reproduksi, 
peningkatan mobilitas. Sedangkan kebutuhan 
praktis yaitu Gathering gender-sensitive data, 
Legal infrastructure, Physical infrastructure, 
Human development, Insurance, Knowledge 
dissemination, Early Warning. Aspek-aspek 
tersebut dapat diimplementasikan dalam aktivitas-
aktivitas mitigasi bencana. Dengan demikian, 
dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat 
dikurangi juga meminimalisir kerentanan akibat 
perbedaan gender dalam masyarakat.  
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